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Abstract 
This study examines the gender-based wage gap in South Korea, which remains among the highest within 

developed countries. According to OECD data, women in South Korea earn approximately 69% of men’s wages for 
comparable work, particularly in managerial roles. This issue has become a significant concern in the context of 
international relations and the global gender equality agenda. The research employs a qualitative descriptive 
approach, collecting data through literature review and analysis of official documents from the International Labour 
Organization (ILO) alongside South Korean labor market data from 2022 to 2024. The analysis is framed by 
Marxist theory, gender equality concepts, and the role of international organizations, focusing on the nation-state 
level. Findings indicate that the ILO’s Gender and Employment program has positively influenced South Korean 
society by raising awareness of gender equality, strengthening inclusive labor policies, reducing the wage gap, and 
enhancing women’s access to strategic positions. Nevertheless, challenges such as entrenched patriarchal cultural 
norms and limitations in program implementation at the corporate level continue to impede progress. These results 
highlight the crucial role of international organizations and emphasize the need for coordinated efforts between 
national policies and global initiatives to achieve sustainable gender equality in South Korea. 
 
Keywords: Gender wage gap, South Korea, International Labour Organization (ILO), gender 
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PENDAHULUAN 

Transformasi hubungan internasional modern semakin terlihat pada era pasca-perang dingin. 
Berbagai peristiwa besar menjadi penanda perubahan pola hubungan antarnegara. Salah satu contohnya 
adalah runtuhnya Tembok Berlin yang membawa reunifikasi Jerman. Peristiwa ini mencerminkan 
berakhirnya blok-blok kekuatan besar di dunia. Selain itu, perpecahan blok Timur turut mengubah 
dinamika global. Flirtasi Uni Soviet dengan ekonomi pasar juga menjadi tonggak penting. Di Afrika 
dan belahan dunia lainnya, gerakan perdamaian mulai berkembang. Namun, invasi Irak ke Kuwait 
menunjukkan bahwa konflik tetap menjadi bagian dari transformasi ini. Perubahan ini mencerminkan 
fragmentasi kekuasaan yang terus berkembang di dunia internasional.  

Pembicaraan yang sangat menarik dalam lingkup hubungan internasional seperti tatanan pasca 
Perang Dingin, dengan beberapa argumen adalah bahwa apa yang sedang berjalan adalah suatu akhir 
dari sistem dunia bipolar (atau bi-multipolar) pasca Perang Dunia II dan kembali pada bentuk sistem 
multipolar yang menjadi karakteristik hubungan internasional antara 1948 hingga 1945, dan 1990-an 
akhir ketika regionalisme merebak di berbagai belahan  dunia, dan bahwa kemanusiaa berada di tengah-
tengah pergeseran yang menyeluruh dan fundamental dari system negara bangsa Westphalia menuju suatu 
sistem baru yang sempurna, yaitu post international politics (Yuniarti, 2010). 
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Hubungan internasional modern mengalami transformasi besar, perubahan ini memengaruhi 
kebijakan domestik dan luar negeri berbagai negara. Dampaknya tidak hanya bersifat kolektif, tetapi 
juga dirasakan oleh individu. Transformasi tersebut mengubah pandangan dunia dan prinsip interaksi 
manusia. Selain itu, struktur sosial secara keseluruhan turut terpengaruh. Interaksi antarnegara terjadi 
dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan militer. Hal ini menciptakan dinamika 
global yang lebih kompleks. Kompleksitas tersebut mencerminkan hubungan antarnegara yang saling 
bergantung dan dinamis. 

Memasuki tahun 1990-an muncul istilah baru dalam hubungan internasional, yaitu the new 
world order (tata dunia baru) dan the new economic order (tata ekonomi dunia baru) yang memfokuskan 
pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kerja sama ekonomi dan usaha menjembatani 
ketimpangan ekonomi Utara (negara-negara maju) dengan Selatan (negara-negara berkembang dan 
miskin). Dalam periode ini terjadi perubahan besar dan mendasar dalam tata dunia, transformasi dari 
era perang bintang antara Amerika Serikat (AS) – Uni Soviet ke perang dagang AS – Uni Eropa; 
pergeseran isu keamanan dan militer menjadi isu keamanan non-militer, seperti ekonomi, lingkungan 
hidup, hak asasi, demokrasi, kesehatan dan sebagainya; dan perubahan menjadi multipolar. Seiring 
dengan perkembangan dinamika global dalam hubungan internasional modern, yang mencakup peran 
aktor non-negara, perubahan kekuatan global, dan isu-isu kontemporer lainnya, penting untuk 
memperhatikan bagaimana hubungan internasional juga terhubung dengan isu-isu sosial yang lebih 
spesifik, salah satunya adalah gender. Dalam konteks ini, gender bukan hanya menjadi isu domestik atau 
lokal, tetapi juga mempengaruhi kebijakan luar negeri, diplomasi, dan bahkan keamanan global. Oleh 
karena itu, kajian gender dalam hubungan internasional menjadi semakin relevan untuk memahami 
ketidaksetaraan dan peran perempuan dalam politik dunia yang lebih luas, konsep relasi gender yang 
mengandung unsur kekuasaan dan simbolisasi, pada akhirnya mempengaruhi kompleksitas isu gender 
dalam studi dan praktik hubungan internasional. Manifestasi kedua unsur tersebut dalam hubungan 
internasional tidak hanya berupa material, tapi juga non-material sehingga meningkatkan signifikansi 
perspektif gender dalam memahami politik internasional. 

Transformasi hubungan internasional modern semakin terlihat pada era pasca-perang dingin. 
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam dinamika global adalah kesetaraan gender dalam 
dunia kerja, khususnya terkait dengan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Dalam 
konteks ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang masih menghadapi permasalahan 
kesenjangan upah berbasis gender, meskipun telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Unsur kekuasaan dan simbolisasi dalam relasi gender yang bersifat non material dapat berupa 
diskursus teori dan paradigma dalam bahasa tertulis atau tidak tertulis. Dalam konteks ini, melihat isu 
relasi gender dalam hubungan internasional menjadi penting karena hubungan internasional sebagai 
suatu studi bertanggung jawab dalam menganalisa dan mengkaji. Konsep relasi gender, yang 
mengandung unsur kekuasaan dan simbolisasi, pada akhirnya mempengaruhi kompleksitas isu gender 
dalam studi dan praktik hubungan internasional. Manifestasi kedua unsur tersebut dalam hubungan 
internasional tidak hanya berupa material, tapi juga non material sehingga meningkatkan signifikansi 
perspektif gender dalam memahami politik internasional. Unsur kekuasaan dan simbolisasi dalam relasi 
gender yang bersifat non material dapat berupa diskursus teori dan paradigma dalam bahasa tertulis 
atau tidak tertulis. Dalam konteks ini, melihat isu relasi gender dalam hubungan internasional menjadi 
penting karena hubungan internasional sebagai suatu studi bertanggung jawab dalam menganalisa dan 
mengkaji.  
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Pada periode awal kehadiran feminisme, perempuan dianggap tidak rasional yang selalu 
menggunakan perasaan sebagai tolak ukur, dan laki-laki hanya untuk melindungi saja, tidak harus 
bekerja mencari nafkah. Sedangkan yang harus mencari nafkah hanya perempuan saja. Keadaan ini 
membuat beberapa filsuf Eropa memulai mengkritik terhadap kebijakankebijakan gereja yang 
diskriminatif. Isu-isu kesetaraanpun mulai merebak dan menjadi perdebatan di Eropa (Siti, 2004). 

Menurut Kutha and Ratna (2012) feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak 
segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, 
baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Feminis menolak 
anggapan bahwa perempuan merupakan konstruksi negatif, perempuan sebagai mahkluk takluk, 
perempuan yang terjerat dalam dikotomi sentral marginal, superior, inferior. Feminis menentang 
pandangan yang sudah diterima umum tentang dunia dan bagaimana pandangan-pandangan tersebut 
dikonstruksikan. Feminis menekankan bahwa pemahaman aspek-aspek sosial dan biologi harus 
dikembangkan dan disebarluaskan terutama oleh laki-laki. Feminisme adalah sebuah kepercayaan 
bahwa perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan diperlakukan tidak adil dalam 
masyarakat yang dibentuk untuk memprioritaskan cara pandang laki-laki serta kepentinganya (Sarah, 
2010). 

Kutha and Ratna (2012) menjelaskan, feminis mencoba memberikan jalan tengah, untuk 
menemukan keseimbangan agar kedua pihak (laki-laki dan perempuan) memperoleh makna yang sesuai 
dengan kondisinya dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan feminis adalah keseimbangan dan 
interelasi gender. Dalam mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, maka masyarakat harus 
memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama dinikmati oleh 
lakilaki. Melalui hak dan kesempatan yang sama itulah perempuan dapat mengoptimalkan potensinya 
untuk dapat setara dengan laki-laki. 

Istilah gender merujuk pada perbedaan karakter perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi 
sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Istilah seks 
merujuk pada perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki secara biologis terutama yang terkait 
dengan prokreasi dan reproduksi. Ciri biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat 
dipertukarkan. Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya 
terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat 
pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, Posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-
ciri biologisnya (Mansoer, 1996). 

Hal itu berarti gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang 
dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan 
budaya laki-laki dan perempuan. Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau 
perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan 
laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan berubah 
dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep 
sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan 
fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat 
perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan 
peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. 

Prinsip kesetaraan gender mendukung perlindungan yang adil dan setara bagi Perempuan dalam 
system hukum.dalam kerangka hukum yang setara Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-
laki untuk di anggap tidak bersalah, dilindungi dari kekerasan, danmemiliki akses yang adil terhadap 
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pengadilan  Di ranah hukum, konsep kesetaraan gender telah dijadikan prinsip utama dalam 
perlindungan perempuan, terutama dalam kasus hukum keluarga di pengadilan agama. Hakim 
diharapkan sensitif gender untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum dan nilai kesetaraan 
(Irwansyah & Putri, 2024). 
 
METODE 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) metode 
penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri 
atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.  

Sejalan dengan Sugiyono, mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang 
diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data yang kemudian dianalisis dan 
mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian ini adalah 
cara untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan pendekatan terhadap objek yang diteliti 
untuk mendapatkan data yang cocok dan akurat (Iskandar, 2013). 

Salah satu pendekatan untuk mengumpulkan data penelitian adalah melalui metode penelitian 
kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi proses penelitian secara 
keseluruhan. Metode penelitian merupakan bagian krusial dalam penelitian, yang merupakan kegiatan 
sistematis, terstruktur, berbasis data, serta dilakukan secara kritis, objektif, dan ilmiah untuk 
memperoleh jawaban atau pemahaman mendalam terkait suatu permasalahan. Dengan kata lain, 
metode penelitian berperan dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung 
pengambilan keputusan yang lebih tepat (Semiawan, 2010). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dirancang untuk 
merumuskan masalah dan mengarahkan penelitian dalam mengeksplorasi atau menggambarkan situasi 
sosial secara menyeluruh, mendalam, dan luas. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif 
berdasarkan pengamatan terhadap individu dan perilaku mereka. Fokus utama penelitian kualitatif 
adalah pada fenomena sosial, dengan memberikan perhatian pada perasaan dan persepsi para partisipan 
yang menjadi objek studi (Moleong, 2007). 

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan 
bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate). Pendekatan 
kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Gender Equality : Sebuah 
Pendekatan Terhadap Studi Kasus Analisis Program  Gender And Employment ILO Dalam Pekerjaan 
Dan Upah Di Korea Selatan Tahun 2022-2024. 

 
PEMBAHASAN 
Peran ILO Dalam Pekerjaan dan Upah di Korea Selatan 

 Setelah terdampak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, Korea Selatan mengalami 
peningkatan angka pengangguran, deregulasi pasar kerja, serta ketimpangan upah yang signifikan. 
Tekanan dari lembaga internasional seperti IMF dan OECD mendorong pemerintah Korea untuk 
melakukan pembenahan sektor ketenagakerjaan, termasuk memperkuat perlindungan sosial dan hak 
pekerja. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Korea mulai menjalin kemitraan dengan  
Internasional Labour Organization (ILO) pada 2003 melalui program kerja sama jangka panjang (ILO, 
2015). 
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 Program yang dikenal sebagai ILO-Korea Partnership Programme ini bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas nasional dalam memajukan kerja layak, memperluas cakupan jaminan sosial, 
dan mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap tantangan ekonomi dan 
demografi. Tantangan utama pada awal kerja sama meliputi dominasi pekerja tidak tetap (non-reguler), 
ketimpangan upah berbasis gender, serta terbatasnya perlindungan bagi pekerja migran dan Perempuan 
(ILO, 2022). 

 Sejak 2003, ILO dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja (MOEL) Korea Selatan 
menjalin kemitraan melalui Korea-ILO Partnership Programme. ILO menjalankan peranya melalui 
berbagai mekanisme, diantaranya dengan menyediakan program pelatihan teknis, melakukan riset pasar 
kerja, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara negara angota. 

 Organisasi ini juga aktif membangun kerjasama teknis denan berbagai pihak, guna mendukung 
penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, ILO merupakan 
prinsip tripartisme, yaitu melibatkan pmerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam proses 
perumusan kebijakan dan program (ILO, 2022). 

 Melalui pelatihan, riset, serta dialog sosial, ILO memastikan bahwa kebijakan dan program 
ketenagakerjaan dapat di implementasikan secara menyeluruh dan menyesuaikan  terhadap kebutuhan 
nasional maupun global. Peran tersebut antara lain sebagai peningkatan daya saing, produktivitas, dan 
penciptaan lapangan kerja, kemudian pemerintahan pasar tenaga kerja dan perlindungan sosial serta 
migrasi tenaga kerja (Ganeva, 2003). 

 Selain itu juga ILO memberikan perlindungan pekerja migran dalam hal memberikan perhatian 
khusus pada perlindungan pekerja migran di Korea Selatan, termasuk mereka yang bekerja dalam sektor 
rumah tangga dan manufaktur, menekankan pentingnya ratifikasi konvensi ILO yang melindungi hak-
hak buruh migran, seperti Konvensi Migrasi Tenaga Kerja dan terlibat dalam upaya untuk 
meningkatkan standar kerja dan perlindungan bagi pekerja migran di Korea Selatan, seperti melalui 
pelatihan dan dukungan bagi mereka. 

 Pemerintah Korea Selatan akan mendorong ratifikasi untuk tiga konvensi inti Internasional 
Labour Organization (ILO), yang berupa konvensi ILO nomor 87 dan nomor 98 tentang kebebasan 
berserikat, dan konvensi nomor 29 mengenai penghapusan kerja paksa. Pemerintah Korea Selatan 
mengecualikan peratifikasian satu dari empat konvensi inti ILO, yakni konvensi nomor 105 mengenai 
penghapusan kerja paksa. Konvensi nomor 105 merujuk pada penghapusan kerja paksa yang 
diantaranya berupa sanksi terhadap ekspresi pandangan politik, pengerahan buruh untuk 
pengembangan ekonomi, sanksi untuk para peserta aksi mogok kerja, serta langkah diskriminasi ras, 
sosial atau agama, dan lainnya. 

 Meskipun Korea Selatan telah meratifikasi tiga dari empat konvensi inti ILO tentang 
penghapusan kerja paksa , pemerintahan masih menunda ratifikasi Konvensi No. 105. Tantangan 
utama dalam ratifikasi  ini berasal dari kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam konvensi dapat 
berbenturan dengan praktik hukum domestik, khususnya terkait pengguanaan kerja paksa sebagai 
sanksi terhadap pelanggaran tertentu atau dalam situasi darurat nasional (News, 2019). 

 Penundaan ratifikasi ini berdampak pada citra internasional Korea Selatan, karena negara-
negara anggota ILO dan komunitas internasional memandang ratifikasi konvensi inti sebagai komitmen 
terhadap perlindungan hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan global. Selain itu ketidakjelasan 
posisi terhadap Konvensi No. 105 juga dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buru migran, 
yang merupakan klompok paling rentan terhadap praktik kerja paksa, tanpa ratifikasi perlindungan 
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hukum bagi buruh migran terhadap eksploitasi dan kerja paksa menjadi kurang optimal, hingga 
berpotensi memperburuk kerentanan mereka di pasar tenaga kerja Korea Selatan (Union, 2021). 
 
Dampak dari Progam Gender and Employment ILO di Korea Selatan 

Pengaruh ILO terhadap kesetaraan gender dan ketenagakerjaan di korea selatan tidak terwujud 
dalam satu program tunggal, melainkan melalui hubungan kemitraan dan pengaruh normatif yang 
berkelanjutan selama puluhan tahun. Dampak utamanya adalah mendorong pemerintah korea selatan 
untuk mengadopsi kerangka kebijakan dan undang-undang yang selaras dengan standar perburuhan 
internasional, Intervensi ini berhasil menempatkan isu kesetaraan gender sebagai agenda kebijakan 
nasional, yang di buktikan dengan lahirnya Affirmative Action ACT pada tahun 2006. 

Namun, keberhasilan ini memiliki keterbatasan secara signifikan meskipun ada perbaikan, 
Korea selatan secara konsisten tetap menjadi negara dengan kesenjangan upah gender tertinggi di antara 
negara-negara OECD. Kebijakan yang ada terbukti kurang efektif dalam mengatasi hambatan struktural 
dan norma sosio-kulturan yang mengakar kuat, terus menghambat kemajuan perempuan di dunia kerja, 
Dengan demikian dampak ILO bersifat signifikan dalam membentuk kebijakan, namun terbatas dalam 
menghasilkan perubahan nyata  pada indikator-indikator utama kesetaraan gender (GB, 2020). 
 
Peningkatan kesadaran 

Peningkatan kesadaran (awareness raising) merupakan salah satu indikator utama yang 
digunakan untuk menilai keberhasilan program Gender and Employment yang dijalankan ILO di Korea 
Selatan. Indikator ini menekankan pada perubahan pemahaman, pengetahuan, dan sikap masyarakat 
serta para pemangku kepentingan terhadap isu kesetaraan gender di lingkungan kerja. 

ILO memandang bahwa membangun kesadaran adalah langkah awal yang sangat penting untuk 
mendorong perubahan perilaku dan kebijakan. Melalui berbagai kegiatan seperti kampanye publik, 
pelatihan, dan dialog sosial, ILO berupaya memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya 
keadilan gender, baik di tingkat individu, institusi, maupun nasional. Dampak dari upaya ini terlihat 
pada meningkatnya pelaporan kasus diskriminasi, keterlibatan perempuan dalam diskusi sosial, serta 
munculnya kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan di dunia kerja. 

Berbagai bentuk kegiatan peningkatan kesadaran yang dilakukan antara lain kampanye di 
media, pelatihan bagi pekerja dan pengusaha, serta dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan sektor 
swasta. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menantang stereotip, mengubah pola pikir, dan 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyeluruh.  

Efek nyata dari peningkatan kesadaran ini meliputi perubahan sikap masyarakat terhadap peran 
perempuan di tempat kerja, meningkatnya keberanian pekerja untuk melaporkan diskriminasi, serta 
dorongan terhadap lahirnya kebijakan yang lebih mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, 
peningkatan kesadaran menjadi fondasi penting bagi terciptanya perubahan sosial dan kebijakan yang 
berkelanjutan di Korea Selatan (OECD, 2017). Program Gender and Employment oleh ILO di Korea 
Selatan telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan perusahaan mengenai 
pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang 
mulai memperhatikan isu diskriminasi gender, terutama dalam hal upah dan kesempatan kerja. 
Peningkatan kesadaran ini juga didorong oleh publikasi data dan kampanye yang dilakukan oleh ILO 
serta pemerintah Korea Selatan, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih sangat nyata 
di berbagai sektor, sehingga menjadi dasar kuat bagi perlunya peningkatan kesadaran ini. 
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Selain itu, perubahan sikap di kalangan pelaku usaha dan masyarakat mulai terlihat dengan 
adanya kebijakan internal yang mendorong transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen serta 
promosi jabatan. Meskipun perubahan ini belum merata di seluruh sektor, tren positif ini menandakan 
bahwa program ILO telah memberikan pengaruh nyata dalam membangun budaya kerja yang lebih 
inklusif dan responsif terhadap isu gender. Dengan semakin banyaknya pihak yang menyadari 
pentingnya kesetaraan, diharapkan diskriminasi berbasis gender dapat semakin ditekan ke depannya. 
 
Penguatan Kebijakan dan regulasi 

Penguatan kebijakan dan regulasi menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai 
keberhasilan program Gender and Employment yang diinisiasi oleh International Labour Organization 
(ILO) di Korea Selatan. Melalui program ini, ILO mendorong pemerintah Korea Selatan untuk 
memperbaiki dan mempertegas aturan terkait kesetaraan gender di lingkungan kerja, khususnya dalam 
hal pengupahan. 

Dengan adanya penguatan kebijakan dan regulasi sebagai hasil dari program Gender and 
Employment ILO, Korea Selatan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan upah berbasis gender dan 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif. Indikator ini menunjukkan bahwa 
intervensi ILO tidak hanya berdampak pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada peningkatan 
perlindungan hak pekerja perempuan di tingkat nasional (UN WOMEN, 2019). Kerja sama antara ILO 
dan pemerintah Korea Selatan menghasilkan kebijakan yang lebih tegas terkait pelaporan dan 
transparansi upah berdasarkan gender. Salah satu contohnya adalah kewajiban bagi perusahaan besar 
untuk melaporkan data upah berdasarkan gender, serta adanya insentif bagi perusahaan yang 
menerapkan standar kesetaraan gender dalam rekrutmen dan promosi jabatan kebijakan ini bertujuan 
untuk mengurangi diskriminasi struktural yang selama ini menjadi hambatan utama dalam 
mewujudkan kesetaraan di dunia kerja. 

Selain itu, implementasi kebijakan tersebut didukung oleh pengawasan yang lebih ketat dari 
pemerintah, sehingga perusahaan terdorong untuk lebih transparan dalam menyusun laporan 
ketenagakerjaan. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan diharapkan tidak hanya mematuhi 
aturan secara administratif, tetapi juga benar-benar mengubah budaya kerja ke arah yang lebih adil dan 
setara. Hal ini sejalan dengan tujuan program ILO untuk menciptakan lingkungan kerja yang 
menyeluruh dan bebas diskriminasi, serta mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor 
pekerjaan, terutama di posisi strategis. 
 
Penurunan kesenjangan upah 

Penurunan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu indikator 
penting dalam mengukur dampak program Gender and Employment ILO di Korea Selatan. Kesenjangan 
upah gender sendiri mengacu pada perbedaan rata-rata pendapatan yang diterima oleh pekerja laki-laki 
dan perempuan untuk pekerjaan yang setara. Korea Selatan selama bertahun-tahun dikenal memiliki 
selisih upah gender tertinggi di antara negara-negara anggota OECD, di mana perempuan menerima 
sekitar 69% dari gaji laki-laki untuk posisi yang sama. 

Upaya untuk mengurangi kesenjangan ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti 
mendorong transparansi pengupahan, memberikan pelatihan tentang kesetaraan gender di tempat 
kerja, serta memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak pekerja perempuan. Selain itu, ILO dan 
pemerintah Korea Selatan juga aktif mengedukasi perusahaan agar menerapkan prinsip upah setara 
untuk pekerjaan yang setara (equal pay for equal work). 
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Hasil dari intervensi ini mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren penurunan 
kesenjangan upah di beberapa sektor, terutama pada perusahaan yang mengikuti pelatihan dan 
sertifikasi kesetaraan gender. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan struktural masih ada, 
terutama di posisi manajerial dan profesional, di mana selisih upah masih cukup signifikan. Data 
terbaru menunjukkan bahwa di sektor manajerial, laki-laki rata-rata memperoleh 10,63 juta won per 
bulan, sementara perempuan hanya 8,8 juta won per bulan. 

Secara umum, penurunan kesenjangan upah di Korea Selatan merupakan hasil dari kolaborasi 
antara pemerintah, ILO, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil . 
Perubahan ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan upah 
dan hak-hak pekerja perempuan. Adanya program dan kebijakan yang didorong oleh ILO telah 
memberikan kontribusi dalam menekan laju pertumbuhan kesenjangan upah tersebut. Dengan adanya 
transparansi upah dan pelaporan berdasarkan gender, perusahaan mulai terdorong untuk melakukan 
evaluasi internal terkait kebijakan penggajian mereka. Selain itu, publikasi data upah yang rutin 
dilakukan oleh pemerintah dan lembaga internasional juga menjadi tekanan moral bagi perusahaan 
untuk memperbaiki sistem upah mereka. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian 
kesetaraan upah di masa mendatang, meskipun masih diperlukan waktu dan komitmen yang kuat dari 
berbagai pihak untuk mengatasi tantangan struktural yang ada 
 
Peningkatan akses perempuan ke posisi strategis 

Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan mulai menunjukkan kemajuan dalam upaya 
meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi strategis, meskipun laju perubahannya masih 
tergolong lambat dibandingkan negara maju lainnya. Berbagai kebijakan afirmatif, pelatihan 
kepemimpinan, serta dorongan dari organisasi internasional seperti ILO telah menjadi katalisator 
penting dalam mendorong perubahan ini. 

Salah satu indikator kemajuan adalah bertambahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi 
manajerial dan dewan direksi di perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan. Menurut data Statista, 
pada tahun 2022, sekitar 21,7% posisi manajerial diisi oleh perempuan. Angka ini memang masih di 
bawah rata-rata negara OECD, namun menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya(L.YOON, 2024). 

Selain itu, laporan World Economic Forum dalam Global Gender Gap Report 2024 juga 
menyoroti bahwa meskipun representasi perempuan di posisi kepemimpinan di Korea Selatan masih 
rendah, terdapat kemajuan yang signifikan dalam beberapa sektor, terutama setelah pemerintah dan 
sektor swasta mulai menerapkan kebijakan yang lebih ramah gender. Beberapa perusahaan bahkan telah 
menetapkan kuota minimum untuk perempuan dalam jajaran manajemen dan memberikan akses yang 
lebih luas pada pelatihan pengembangan karier (Kusum Kali Pal, 2024). 

Perubahan ini didukung pula oleh pergeseran budaya organisasi yang mulai menghargai 
keberagaman dan kesetaraan gender. Namun, tantangan seperti stereotip gender, beban ganda 
pekerjaan dan keluarga, serta keterbatasan jaringan profesional masih menjadi penghambat utama bagi 
perempuan untuk menembus posisi strategis. 

Secara keseluruhan, peningkatan akses perempuan ke posisi strategis di Korea Selatan 
merupakan hasil dari kombinasi kebijakan afirmatif, dukungan internasional, serta perubahan budaya 
di lingkungan kerja. Namun, agar kemajuan ini berkelanjutan, diperlukan komitmen yang lebih kuat 
dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk terus mendorong kesetaraan gender di dunia 
kerja. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas yang didukung oleh ILO memberikan peluang 
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bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan profesionalisme mereka. 
Dengan semakin banyaknya perempuan yang memiliki akses ke pelatihan dan kesempatan promosi, 
diharapkan ke depan akan terjadi peningkatan jumlah perempuan di posisi strategis, sehingga dapat 
memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dunia kerja Korea Selatan. Perubahan 
ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara bagi semua pihak. 
 
Perkembangan Upah Dan Jumlah Pekerja 

Berdasarkan data grafik dari Eulerpool, upah rata-rata nasional di Korea Selatan menunjukkan 
tren peningkatan selama periode 2022 hingga 2024. Pada Januari 2022, upah rata-rata nasional berada 
di kisaran 4,2 juta KRW per bulan. Upah ini meningkat menjadi 4,34 juta KRW per bulan pada Januari 
2023, dan kembali naik menjadi 4,609 juta KRW per bulan pada Januari 2024. Angka tertinggi selama 
periode ini tercatat pada 3 Januari 2024, yaitu sebesar 4,61 juta KRW per bulan. Kenaikan upah ini 
mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan pekerja di Korea Selatan, yang juga 
didukung oleh kebijakan pemerintah dan peran program-program ketenagakerjaan dari ILO.  

Sementara itu, jumlah pekerja di Korea Selatan juga menunjukkan peningkatan selama periode 
yang sama. Pada pertengahan 2022, jumlah pekerja berada di kisaran 28,5 juta orang. Pada Juli 2024, 
jumlah pekerja mencapai 28,857 juta orang, kemudian sedikit menurun menjadi 28,801 juta orang 
pada Agustus 2024. Rekor tertinggi jumlah pekerja selama periode ini terjadi pada Mei 2024, yaitu 
sebesar 28,92 juta orang. Data ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Korea Selatan tetap 
tumbuh meskipun terdapat fluktuasi bulanan, dan secara umum mengalami peningkatan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. 

Kenaikan upah dan jumlah pekerja selama 2022–2024 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah 
Korea Selatan yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi, serta peran program Gender and 
Employment ILO yang berfokus pada peningkatan kualitas dan inklusivitas pasar tenaga kerja. Selain 
itu, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga turut memberikan dampak positif pada tren 
kenaikan ini. Perkembangan positif ini juga membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk 
berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Dengan semakin banyaknya perempuan yang memperoleh akses 
ke pekerjaan dan upah yang layak, diharapkan kesenjangan gender di bidang ekonomi dapat terus 
ditekan, sejalan dengan tujuan utama program Gender and Employment ILO di Korea Selatan. 

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti China, tren kenaikan upah di Korea 
Selatan relatif lebih stabil, meski jumlah pekerja di China jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerja 
(Korea Selatan Upah, 2025). Nilai saat ini dari Upah di Korea Selatan adalah 4,831 Juta. KRW/Bulan. 
Upah di Korea Selatan meningkat menjadi 4,831 Juta. KRW/Bulan pada 1/3/2025, setelah 
sebelumnya 4,491 Juta. KRW/Bulan pada 1/12/2024. Dari 1/3/2008 hingga 1/3/2025, rata-rata PDB 
di Korea Selatan adalah 3,48 Juta. KRW/Bulan. Rekor tertinggi dicapai pada 1/3/2025 dengan 4,83 
Juta. KRW/Bulan, sementara nilai terendah tercatat pada 1/6/2008 dengan 2,46 Juta. KRW/Bulan 
(Korea Selatan Upah, 2025). 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Gender and Employment oleh 
International Labour Organization (ILO) dalam konteks pekerjaan dan upah di Korea Selatan tahun 2022-
2024, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Kesenjangan Upah Gender Masih Tinggi; Meskipun 
Korea Selatan telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berbagai upaya kebijakan 
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telah dilakukan, data menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih 
sangat signifikan di hampir seluruh sektor pekerjaan, terutama pada posisi manajerial dan profesional. 
2) Peran ILO dalam Advokasi dan Implementasi Kebijakan; ILO berperan penting dalam mendorong 
pemerintah Korea Selatan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. 
Program-program yang dijalankan ILO, seperti pelatihan, advokasi, serta monitoring pelaksanaan 
kebijakan ketenagakerjaan, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran serta 
kapasitas institusi terkait isu kesetaraan gender; 3) Hambatan Struktural dan Budaya; Tantangan 
terbesar dalam mewujudkan kesetaraan upah dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di 
Korea Selatan adalah masih kuatnya norma-norma sosial dan budaya patriarkis, serta kurangnya 
penegakan hukum terhadap diskriminasi di tempat kerja; 4) Perbandingan Internasional; Jika di 
bandingkan dengan negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat dan negara- negara Eropa 
kesenjangan upah di korea selatan masih tergolong tinggi. Hal ini menegaskan perlunya upaya yang 
lebih sistematis dan berkelanjutan. 
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